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ABSTRAK 

 

Rizalul Fikri, (2024): Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 

Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai 

 

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan 

terhadap sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan standar 

pendidikan, dimana fakta yang terjadi dilapangan di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Harapan Bunda yang membutuhkan alat bantu adaptif, Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Assyfa Umaimah yang membutuhkan ruangan kelas yang cukup, Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre yang membutuhkan tenaga pendidik 

yang linier dengan kejuruannya, serta Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai 

(SLBN 1 Kota Dumai) yang membutuhkan buku. Maka hal ini menjadi 

ketidaksesuaian dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 yang 

mengatur Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak yang didapatkan bagi 

Penyandang Disabilitas di Kota Dumai serta untuk mengetahui upaya apa yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk memenuhi hak pendidikan 

bagi Penyandang Disabilitas.  

Jenis penelitian ini adalah Hukum Sosiologis atau Empiris, dengan 

pendekatan efektifitas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke 

lapangan yang berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Dumai, informan penelitian 

terdiri dari 5 populasi dengan 5 sampel yang diambil terdiri dari 1 pihak Dinas 

Pendidikan Kota Dumai dan 4 Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka 

dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas di Kota Dumai belum terselenggarakan secara optimal 

karena adanya hambatan anggaran dari pemerintah, kurangnya tenaga pendidik di 

sekolah luar biasa dari segi kuantitas maupun kualitas di karenakan jurusan dari 

tenaga pendidik tersebut tidak linier, serta kurangnya kontribusi dari Dinas 

Pendidikan Kota Dumai terkait penyediaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap masing-masing anak penyandang 

disabilitas 

 

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Hak Penyandang Disabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

manusia sebagai makluk ciptaan tuhan yang maha esa memiliki hak-hak dasar 

sebagai manusia, hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap 

manusia bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak 

asasi dirinya sendiri. Pada prinsipnya manusia memiliki hak tersebut bukan karena 

pemberian dari masyarakat pada umumnya atau berdasarkan hukum positif, 

melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 

Ketententuan mengenai hak asasi manusia telah disebutkan dalam Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, Adapun sila Ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”.1 Sedangkan Pasal 28 C Ayat (1) dalam Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia”.2 Selanjutnya Pasal 31 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang 

menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.3 Maka ini 

merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. 

 
1 Butir-butir Pancasila 
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat (1) 
3 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) 
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Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan 

merupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi manusia. Pendidikan juga 

merupakan investasi dalam masa depan bangsa. Maka setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak tanpa di diskriminasi. Berbicara pendidikan, 

dalam sistem pendidikan nasional tentu harus mampu menghadapi tantangan sesuai 

dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal sehingga dapat memastikan 

kesempatan pendidikan yang adil, peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas 

manajemen pendidikan. Mengenai pendidikan untuk penyandang disabilitas yaitu 

dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan 

pendidikan khusus, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan 

khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.4 

Berbagai regulasi telah diatur terkait hak atas pendidikan bagi penyandang 

disabilitas. Artinya, jaminan hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa 

diskriminasi, terlepas dari jenis pendidikan, jalur pendidikan, maupun jenjang 

pendidikan sudah diatur, ini merupakan bentuk penghormatan bagi mereka yang 

memiliki keterbatasan fisik ataupun yang biasa di kenal dengan sebutan 

Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas Pasal 10 Huruf A sampai D yang menyatakan bahwa hak 

atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak: 

 
4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua 

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus; 

2. Mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan; 

3. Mempunyai kesamaan, kesempatan, sebagai penyelenggara pendidikan 

yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, jenjang 

pendidikan; 

4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.5 

Bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak 

berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar 

disebut pendidikan inklusi, pendidikan inklusi yaitu suatu pendekatan yang inovatif 

dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan 

khusus termasuk penyandang disabilitas.6 

Akomodasi merupakan hak yang harus didapatkan oleh penyandang 

disabilitas yang benar-benar membutuhkan. 7 Untuk dapat terlibat penuh dan 

mendapatkan akses pembelajaran yang sama layaknya siswa lainnya, tentu adanya 

dukungan dan layanan yang disediakan oleh institusi pendidikan untuk penyandang 

disabilitas dalam rangka mendukung pembelajaran bagi penyandang disabilitas. 

Maka dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dalam hal ini 

terdapat pada Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap penyelenggara pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga 

pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas”. 

 
5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
6 Auhad Jauhari, “Pendidikan Inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan 

sosial anak penyandang disabilitas”, Jurnal Ijtimaiya, Vol.1 No.1, (2017), h.29 
7 Ari Pratiwi Dkk, Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguran Tinggi, (Malang: UB 

Press, 2018), h.43 
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Seilanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “pemenuhan tenaga pendidik yang 

memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi dapat dilakukan melalui pelatihan dalam 

kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler, pelatihan dalam musyawarah guru 

mata pelajaran, pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler, 

pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, bantuan 

guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah, program sertifikasi pendidikan 

khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, pemberian bantuan beasiswa S1, S2, 

S3 pada pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler, tugas belajar pada 

program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler dan pengangkatan 

guru pembimbing khusus”.8 

Peirhatian peimeirintah teirhadap pe inyandang disabilitas sudah sangat positif 

seicara re igulasinya. Namun apabila meilihat dari Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) 

teintunya jeilas bahwasannya keiteirse idiaan sarana, prasaran dan tenaga pendidik 

yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik pe inyandang disabilitas pada saat ini 

masih beilum teirimple imeintasikan de ingan baik di Riau, khususnya di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) di Kota Dumai. 

Realitas pada satuan layanan pendidikan atau sekolah khusus bagi 

penyandang disabilitas di kota Dumai, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) secara 

kuantitas masih mengalami kekurangan, sehingga anak penyandang disabilitas 

mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, be irdasarkan data siswa 

 
8 Indonesia, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 



 

5 

 

 

 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai pada Tahun 2023/2024, jumlah Sekolah 

Luar Biasa (SLB) yang ada di Kota Dumai yaitu 4 Sekolah Luar Biasa (SLB) 

diantaranya Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai), 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan 

Bunda, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre, yang dimana 

total dengan peiseirta didiknya yaitu 454 peserta didik, Laki-laki 308 dan 146 

Peireimpuan. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Asnawati selaku 

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai) terkait 

sarana, prasarana dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai 

(SLBN 1 Kota Dumai) penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di 

sekolah tersebut masih tidak adanya ruangan praktik, ruang sirkulasi, ruang 

konseling, buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan oleh anak-anak penyandang 

disabilitas, serta 28 tenaga pendidik.9  

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Irvan Dwi Novaldi 

selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Asyyfa Umaimah terkait sarana, 

prasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, 

penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih 

tidak adanya ruangan guru, ruangan praktik, ruangan sirkulasi, ruangan konseling, 

ruangan ibadah, jalur pedestrian, serta tenaga pendidik yang hanya berjumlah 6 

tenaga pendidik.10 

 
9 Asnawati, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai), 

Wawancara, Dumai, 4 Desember 2023 
10 Irvan Dwi Novaldi, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, Wawancara, 

Dumai, 6 Desember 2023 
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Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Mayasni Rasyid 

selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda terkait sarana, prasarana, 

dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, penulis 

mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih tidak 

adanya ruangan praktik, ruangan laborotorium, ruangan sirkulasi, ruangan 

konseling, jalur pedestrian, alat peraga serta 26 tenaga pendidik.11 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Yulia Dewi selaku 

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre terkait sarana, 

prasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education 

Centre, penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut 

masih tidak adanya ruangan praktik, ruangan laborotorium, ruangan guru, ruangan 

sirkulasi, tempat olahraga, jalur pedestrian, alat peraga serta tenaga pendidik yang 

hanya berjumlah 4 tenaga pendidik.12 

Maka dari data diatas me inurut peinulis keinyataan dalam Peiraturan Daeirah 

Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Teintang Peirlindungan Dan Peimenuhan Hak 

Peinyadang Disabilitas ini meinunjukkan bahwasannya beilum teirlaksanknya de ingan 

maksimal me ingeinai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pe imbeilajaran 

bagi anak pe inyandang disabilitas serta tenaga pendidik yang masih minim, 

seihingga dalam peirsoalan ini meinjadi peirmasalahan yang pe irlu di teiliti, kareina 

dampak yang ditimbulkan dari pe irmasalahan ini salah satunya, akan meinjadi 

peinghambat dalam pe inunjang beilajar bagi peinyandang disabilitas te irseibut. 

 
11 Mayasni Rasyid, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, Wawancara, 

Dumai, 11 Desember 2023 
12 Yulia Dewi, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre, 

Wawancara, Dumai, 15 Desember 2023  
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Oleih kareina itu, sangat me injadi peirhatian khusus untuk peimeirintah 

teirle ibih yang beirtanggung jawab atas hal ini yaitu bidang peindidikan seipe irti Dinas 

Peindidikan, untuk dapat seikiranya me imeinuhi hak-hak bagi anak-anak peinyandang 

disabilitas, beirdasarkan pe irmasalahan te irseibut peineiliti meinganggap bahwasannya 

Peiraturan Dae irah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Teintang Peirlindungan Dan 

Peimenuhan Hak Peinyandang Disabilitas masih beilum beirjalan deingan eifeiktif 

seisuai deingan aturan undang-undang. 

Beirdasarkan latar beilakang teirseibut, peineiliti meineimukan beibe irapa 

feinomeina, yaitu : 

1. Kurangnya layanan yang didapatkan peinyandang disabilitas dalam 

peindidikan di Kota Dumai. 

2. Masih kurangnya keipeikaan peimeirintah te irhadap peirlindungan fasilitas 

sarana, prasarana, dan tenaga pendidik untuk anak-anak peinyandang 

disabilitas. 

3. Tidak teirseileinggaranya peindidikan yang beirmutu bagi anak-anak 

peinyandang disabilitas. 

Beirdasarkan feinomeina – feinome ina diatas memberi gambaran bahwa anak 

penyandang disabilitas di Kota Dumai kurang mendapatkan perhatian dari 

pemerintah Kota Dumai, khususnya terkait dalam bidang pendidikan, sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pemenuhan hak 

atas pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kota Dumai de ingan 

meirumuskan judul peineilitian, yaitu “Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang 

Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota 

Dumai”. 
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B. Batasan Masalah 

Beirdasarkan latar be ilakang peine ilitian yang teilah diteimukan dan me ingingat 

ruang lingkup yang cukup luas, Peinulis beirpe indapat bahwa masalah peineilitian 

yang diangkat harus dibatasi. Hal ini dilakukan agar peineilitian ini dapat dilakukan 

deingan leibih fokus, seimpurna, dan meindalam. Oleih seibab itu, peinulis meimbatasi 

masalah yang beirkaitan deingan “Hak Atas Peindidikan Bagi Anak Peinyandang 

Disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai” dimana hak teirseibut wajib 

dibeirikan untuk pe inyandang disabilitas, bahwasannya sudah sangat jeilas hak 

teirseibut teirteira dalam Peiraturan Daeirah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 

Teintang Peirlindungan Dan Pe imenuhan Hak Peinyandang Disabilitas, akan teitapi 

hak-hak yang seimeistinya didapatkan oleih anak peinyandang disabilitas justru 

malah belum te irpeinuhi secara maksimal haknya untuk meindapatkan sarana dan 

prasaraana, serta tenaga pendidik yang meimadai. 

C. Rumusan Masalah 

Latar Beilakang masalah yang teilah diuraikan diatas, agar leibih praktis dan, 

maka peinulis meingambil beibe irapa rumusan masalah yang peirlu dibahas yaitu 

seibagai be irikut: 

1. Bagaimana hak atas peindidikan bagi peinyandang disabilitas di Kota 

Dumai? 

2. Apa upaya yang dilakukan Dinas Peindidikan Kota Dumai untuk 

meimeinuhi hak peindidikan bagi peinyandang disabilitas? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Peine ilitian 

Beirdasarkan pokok peirmasalahan diatas, maka tujuan pe ilaksanaan 

peineilitian ini adalah: 

1. Peineilitian beirtujuan untuk meingeitahui bagaimana hak yang 

didapatkan bagi peinyandang disabilitas di Kota Dumai. 

2. Meingeitahui upaya apa yang dilakukan oleih Dinas Peindidikan Kota 

Dumai untuk meimeinuhi hak peindidikan bagi peinyandang 

disabilitas. 

b. Manfaat Peine ilitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan 

topik dalam penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian 

berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Untuk 

memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk 

mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum 

di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi Masyarakat 
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Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih peduli 

terhadap Penyandang Disabilitas 

c. Bagi Penyandang Disabilitas 

Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemberdayaan 

dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas terutama 

dalam hal pendidikan. 

3. Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeiri manfaat pada akade imis 

untuk peirkeimbangan ilmu peingeitahuan, teirutama dalam bidang 

Hukum Tata Neigara. 

4. Peineilitian ini diharapkan dapat me injadi rujukan bagi dinas 

peindidikan provinsi riau untuk dapat meime inuhi Hak-hak dari anak 

peinyandang disabilitas.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keirangka Teioritis 

1. Hak Warga Negara 

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang 

mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan 

orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal 

kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan yang layak, 

jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Orang yang menjadi 

bagian dari suatu negara dan menjadi penduduknya disebut warga negara. Dalam 

konteks Indonesia, istilah "warga negara" (sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26) 

mengacu pada warga negara yang diakui secara hukum sebagai warga negara. 

Selain itu, Pasal 1 UU No. 22/1958 menyatakan bahwa warga Negara Republik 

Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian, 

atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi. 

Hak warga negara adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 

semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan 

oleh pihak lain. Hak warga negara adalah kewenangan dari setiap warga negara 

untuk melakukan atau tidak melakukkan sesuatu sedangkan kewajiban warga 

negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksananya.13 

 

 
13 Nurhastuti, PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, (2014), h.10 
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Pelaksanaan hak warga Negara dalam UUD NRI 1945 dikaitkan langsung 

dengan kewajiban Karena memang mempunyai keterkaitan. Karenanya perumusan 

hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal seperti pasal 27 ayat (1) 

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Dalam kaitan ini dapat diketengahkan masalah hak-hak warga Negara misalnya 

masalah pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan. Sebelum amandemen 

tidak ada Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 

Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 27-28 

a. Pasal 27 ayat 2 dan 3: 

1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara. 

b. Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. 

c. Pasal 28B ayat 1 dan 2:  

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. 
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2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau 

pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga 

negara itu sendiri. Di Masa modern seperti sekarang di mana semua informasi dapat 

diakses dan terbuka untuk umum tidak menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya 

pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia. 

Selain faktor dari sendiri (warga negara) terdapat beberapa faktor penyebab 

terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang berasal dari instalasi maupun aparat 

negara diantaranya; sikap kurang tegasnya aparat penegak hukum, aparat penegak 

hukum memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga 

harus tegas menanggapi permasalahan yang ada. Akan tetapi akhir akhir ini banyak 

terjadi kasus dimana aparat seperti menutup mata dan mengabaikan suatu persoalan 

yang seharusnya diadili.14 

2. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi 

Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati 

diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya 

menelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi 

tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak 

 
14 Siti Zikrina Farahdiba dkk, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 

Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.2, (2021), h.840 
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memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi 

kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal 

ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang 

menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya 

untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya tersebut. 

Selain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan 

“keistimewaan” yang ada pada diri orang lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak 

yang dimiliki ole ih manusia hanya kareina ia manusia. Hak-hak ini dibeirikan keipada 

manusia se imata-mata kareina martabatnya seibagai manusia, bukan kareina hukum 

atau masyarakat meimbe irikannya. Deingan deimikian, manusia teitap meimiliki hak-

hak teirse ibut meiskipun meireika dilahirkan deingan ras, jeinis keilamin, bahasa, 

budaya, dan keiwarganeigaraan yang beirbe ida. Ini adalah karakte iristik umum dari 

hak-hak teirseibut. Hak-hak ini tidak hanya univeirsal, teitapi juga tidak dapat dicabut. 

Deingan kata lain, se ibagai manusia, dia meimiliki hak-hak teirseibut.15 

Hak asasi manusia, sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia, sudah 

ada sejak lahir. Ini menunjukkan bahwa ia adalah yang pertama, atau "manusia 

seutuhnya", yang berarti bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak 

kodrati yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Karena ia adalah manusia, 

bukan karena diberikan oleh negara atau manusia lainnya, HAM dimiliki oleh 

"semua manusia" bukan manusia dari golongan atau kelompok tertentu. Oleh 

 
15 Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi 

Manusia Univeirsitas Islam Indoneisia, 2008), h.11 
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karena itu, hak kodrati yang dimilikinya diakui, dijunjung tinggi, dan dihormati 

oleh "semua manusia" di seluruh dunia. 

HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat 

kemanusiaannya, dan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku 

dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM 

nya juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai 

kehendak sendiri. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak 

terdapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, 

negara, hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk 

memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi. 

Seijarah Hak Asasi Manusia se ibagian beisar para pakar di EIropa 

beirpeindapat bahwa seijarah HAM dimulai deingan lahirnya Magna Charta di Inggris 

pada tahun 1215. Seiteilah Magna Charta meine itapkan bahwa raja, yang seibeilumnya 

meimiliki keikuasaan absolut dan meinciptakan hukum tanpa teirikat pada hukum, 

seikarang dapat dimintai peirtanggungjawaban di deipan hukum. Dari sinilah doktrin 

bahwa raja tidak keibal hukum lagi dan mulai beirtanggung jawab keipada hukum. 

Inggris meingadopsi Bill of Rights pada tahun 1689 seiteilah peinciptaan Magna 

Charta. Adagium bahwa seimua manusia sama di muka hukum mulai muncul pada 

saat itu. Adagium ini meindorong lahirnya neigara hukum dan deimokrasi. Pada 

prinsipnya, itu meilahirkan prinsip peirsamaan dalam Bill of Rights. Deiklarasi 

Keimeirde ikaan Ame irika meinandai ke imajuan HAM beirikutnya.16 

 
16 Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Preispeiktif Hukum Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum 

Diktum, Vol.15 No.1, (2017), h.57 
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Konseiptualisasi Hak Asasi Manusia adalah hak meindasar yang meileikat 

pada seitiap manusia. Oleih kareina itu, meinurut Todung Mulya Lubis, meineilaah 

Ham seicara keiseiluruhan adalah me imeiriksa seijauh mana keihidupan kita meimbe iri 

teimpat yang layak bagi keimanusiaan. Hak asasi manusia teirdiri dari kumpulan 

nilai-nilai yang meimbeintuk kaidah yang meingatur bagaimana manusia 

beirinte iraksi satu sama lain dan deingan diri me ireika seindiri.17 

Karakteiristik Ham, pe ingeitahuan pe irtama te intang Ham adalah dari sifatnya. 

Seisuai deingan namanya, Ham adalah hak eiksklusif yang dimiliki oleih manusia, 

bukan badan hukum atau neigara. Ham adalah hak yang beirsifat inalieinablei, artinya 

tidak dapat diambil keimbali. Deingan deimikian, Ham beirsifat absolut, artinya 

seilama orang yang dimaksud teitap beirsifat manusia, dia akan meimiliki Ham tanpa 

peiduli apakah dia peinjahat atau tidak. Seilain itu, Ham tidak dapat dile ipaskan 

bahkan jika kita seicara sukare ila tidak meinginginkannya. Meilalui sifat ini, ham 

meileikat pada kita, baik seicara sukareila maupun tidak.18 

3. Hak Asasi Peinyandang Disabilitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang 

menyandang atau menderita sesuatu. Selain itu, disabilitas dapat mengacu pada 

suatu kondisi (sakit) yang membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang, serta 

ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk anak 

 
17 Jimly Asshiddiqiei dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indoneisia, (Jakarta: 

Keincana,2015), h.41 
18 Pranoto Iskandar, Hukum Ham Inteirnasional:Se ibuah Peingantar Konteikstual, 

(Cianjur:Institutei For Migrant Rights,2012), h.64 



 

17 

 

 

 

penyandang disabilitas, disabilitas dapat terjadi karena lingkungan, bukan karena 

kekurangan fisik seseorang. 

Menurut Goffman, “penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas 

dan tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain”. Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap orang yang 

mempunyai gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam 

waktu yang cukup lama maka dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. 

gangguan tersebut dapat menghalangi anak penyandang disabilitas dalam 

berpartisipasi dengan masyarakat luas pada tingkat yang sama. 

Peinyandang disabilitas me imiliki hak dan keiwajiban yang sama seipeirti 

orang lain dalam masyarakat. Sudah seipantasnya peinyandang disabilitas 

meindapatkan peirlakuan khusus seibagai warga ne igara Indoneisia untuk meilindungi 

meireika dari diskriminasi dan peilanggaran hak asasi manusia. Pe irilaku khusus ini 

dianggap seibagai upaya untuk meingoptimalkan peinghormatan, peingeimbangan, 

peirlindungan, dan peimeinuhan hak asasi manusia univeirsal. 

Peinyandang disabilitas adalah keilompok masyarakat yang beiragam, 

teirmasuk peinyandang disabilitas deingan disabilitas fisik, meintal, atau kombinasi 

disabilitas fisik dan meintal; kondisi meireika mungkin hanya seidikit beirdampak 

pada keimampuan meireika untuk beirpartisipasi dalam masyarakat umum, atau 

mungkin sangat beirdampak seihingga me ireika meimeirlukan dukungan dan bantuan 

dari orang lain.19 

 
19 Lysa Angraini, Hukum Hak Asasi Manusia, (Deipok Sleiman Yogyakarta: 

KALIMEIDIA, 2016), h. 147   
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4. Peindidikan Inklusif 

Peingeirtian Peindidikan Inklusif adalah paradigma baru yang beirtujuan 

untuk me imeinuhi hak asasi manusia atas pe indidikan tanpa diskriminasi dan 

meimbeiri seimua anak keiseimpatan yang sama untuk meindapatkan peindidikan 

beirkualitas tinggi tanpa peingeicualian.20 

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan khusus yang mengakui 

atau hadir guna untuk memenuhi beragam kebutuhan pendidikan anak penyandang 

disabilitas dan menerapkan berbagai strategi dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Menurut gagasan Sapon-Shevin yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi 

Purwanto bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan khusus 

yang mengamanatkan bahwa anak penyandang disabilitas dapat mengikuti kelas 

reguler dengan teman sebayanya di sekolah terdekat. Akibatnya, setiap sekolah 

perlu ditata ulang agar menjadi komunitas atau lingkungan yang membantu setiap 

anak penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan khususnya. 

1. Prinsip-Prinsip Peindidikan Inklusif 

a. Prinsip kasih sayang,  beirfokus pada meineirima anak seibagaimana 

adanya dan meimbantu meireika meinjalani hidup dan keibutuhan 

meireika deingan cara yang sama seipeirti anak-anak normal. Oleih 

kareina itu, upaya yang dilakukan tidak me imanjakannya, tidak 

 
20 EIko Seitiawan,"Peindidikan Inklusif: Upaya Meiwujudkan Keiseitaraan Dan Non 

Diskriminatif Di Bidang Peindidikan Bagi Anak Deingan Disabilitas (Add)", Jurnal Sosio Informa, 

Vol.5 No.3, (2019), h.191 
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meimeidulikan keibutuhannya, dan meimbeirikan tugas seisuai 

keimampuannya. 

b. Prinsip Layanan Individual, Kareina seitiap anak beirkeibutuhan 

khusus dalam jeinis dan drajat yang sama meimiliki masalah yang 

unik, prinsip layanan individual dalam meindidik anak beirkeibutuhan 

khusus harus sangat dipeirhatikan. Oleih kareina itu, upaya yang peirlu 

dilakukan untuk anak beirkeibutuhan khusus seilama peindidiknya, 

teirmasuk jumlah guru yang dilayani tidak leibih dari eimpat hingga 

einam orang pe ir keilas, fleiksibilitas dalam pe ingaturan kurikulum dan 

jadwal peilajaran, dan peinyeisuaian alat bantu peimbeilajaran. 

c. Prinsip keisiapan, yaitu untuk me ineirima peilajaran teirteintu, 

meingacu pada seibe irapa siap siswa beirkeibutuhan khusus untuk 

meingikuti peilajaran yang akan diajarkan. Ini te irutama beirkaitan 

deingan meinyeidiakan peirsyaratan meintal dan fisik yang dipeirlukan 

untuk peilajaran beirikutnya. 

d. Prinsip keipeiragaan, prinsip keipe iragaan meingatakan bahwa alat 

peiraga yang digunakan seibagai meidia harus meinggunakan beinda 

tiruan atau meinima gambarnya. 

e. Prinsip motivasi, prinsip ini be irfokus pada peingajaran yang 

diseisuaikan de ingan ke ibutuhan anak beirkeibutuhan khusus..21 

 
21 David Wijaya, Meinajeimein Peindidikan Inklusif Seikolah Dasar, 

(Jakarta:Keincana,2019),  h.6 
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Pendidikan inklusif merupakan respons terhadap meningkatnya apresiasi 

terhadap keberagaman, sambil mengeliminasi paradigma penyeragaman dan 

penyamarataan. Perbedaan bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan yang harus 

diperlakukan secara eksklusif, melainkan sebagai kekayaan yang harus dihargai, 

Oleh karena itu, pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak harus mampu 

memberikan layanan kepada semua anak secara inklusif, seperti yang disebut oleh 

Meijer dan rekanrekannya (1997) sebagai "differentiated education for this 

diversity." 

Tujuan Peindidikan Inklusif adalah ke ibutuhan dasar seitiap manusia untuk 

hidup beirmartabat. Oleih kare ina itu, neigara beirtanggung jawab untuk meinyeidiakan 

peindidikan yang beirkualitas tinggi keipada se imua warganya, teirmasuk meireika 

yang meimiliki keiteirbatasan ke imampuan. 

Peindidikan inklusif be irtujuan untuk meinjamin hak seitiap warga suatu 

neigara untuk meindapatkan pe indidikan yang seisuai deingan keibutuhan me ireika. Ini 

beirarti bahwa siswa yang meingalami keisulitan beilajar dan siswa yang 

meimbutuhkan bantuan khusus meineirima peindidikan yang seisuai deingan 

keibutuhan meire ika, seihingga meireika dapat meingeimbangkan keimampuan kognitif, 

afeiktif, dan psikomotorik meire ika seicara optimal, dan dapat hidup mandiri be irsama 

anak-anak normal seisuai deingan prinsip peindidikan dan beirpe iran dalam keihidupan 

nasional dan global.22 

 
22 Seipty Nurfadhillah, Meingeinal Peindidikan Inklusif di Seikolah Dasar, (Jawa Barat:CV 

Jeijak, 2021),  h.12 
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Manfaat Peindidikan Inklusif dalam layanan peindidikan bagi anak luar 

biasa, ada beibe irapa alasan me ingapa peindidikan inklusi sangat peinting. Be ibeirapa 

di antaranya adalah seibagai beirikut: 

a. Seimua anak, baik cacat maupun tidak meimpunyai hak yang untuk 

beilajar beirsama-sama deingan anak yang lain.  

b. Seiyogyanya anak tidak dibeiri labeil atau dibeida-beidakan seicara rigid, 

teitapi pe irlu dipandang bahwa me ireika meimiliki keisulitan dalam 

beilajar. 

c. Tidak ada alasan yang me indasar untuk meimisah-misahkan anak dalam 

peindidikan. Anak meimilki keibeirsamaan yang saling diharapkan di 

antara me ireika. Ia tidak peirnah ada upaya untuk meilindungi dirinya 

deingan yang lain. 

d. Peineilitian meinunjukkan bahwa anak ceindeirung meinunjukkan hasil 

yang baik se icara akadeimik dan sosial bila meireika be irada pada seitting 

keibeirsamaan. 

e. Tidak ada layanan peindidikan di SLB yang mampu meingambil bagian 

dalam meinangani anak di seikolah pada umumnya. 

f. Seimua anak meimbutuhkan peindidikan yang dapat meingeimbangkan 

hubungan antar me ireika dan meimpeirsiapkan untuk hidp dalam 

masyarakatnya. 
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g. Hanya peindidikan inklusi yang pote insial untuk meineikan rasa takut 

dalam me imbangun keibeirte imanan, tanggung jawab, dan peimahaman 

diri.23 

2. Landasan Peinye ile inggaaraan Peindidikan Inklusi 

a. Landasan Filosofis 

Landasan filosofi  dasar  peindidikan  inklusif  meimiliki  tiga  

asumsi,  yaitu se ibagai beirikut: 

1) Lambang neigara Indoneisia adalah burung Garuda, simbol 

peirsatuan dalam peirbeidaan.  Untuk me injaga peirsatuan dan 

keisatuan Ne igara Ke isatuan Reipublik Indone isia (NKRI), 

keibineikaan adalah keikayaan suatu bangsa, seipeirti suku, bahasa, 

adat istiadat, keipe ircayaan, tradisi, dan budaya. 

2) Salah satu peirspe iktif agama, khususnya Islam, meineikankan 

beibeirapa hal beirikut: (1) bahwa se iseiorang dilahirkan suci, (2) 

bahwa keihormatan seiseiorang di hadapan Tuhan tidak beirasal 

dari tubuhnya, teitapi dari ke isale ihannya, (3) bahwa Tuhan tidak 

meingubah nasib seiseiorang, keicuali orang itu seindiri yang 

meimilih untuk meilakukannya, dan (4) bahwa manusia 

diciptakan beirbeida untuk teitap teirhubung (inklusif). 

 
23 Susilahati, Peindidikan Inklusif, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indoneisia,2023),  h.14 
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3) Meinurut peimahaman umum teintang hak asasi manusia, seitiap 

orang beirhak atas keihidupan yang beirmartabat, hak atas 

peindidikan, hak atas keiseihatan, dan hak atas peikeirjaan.24 

b. Landasan Yuridis 

Untuk meindukung peindidikan inklusi, beirbagai undang-undang 

teilah dibuat, teirmasuk diantaranya yaitu : 

1) UUD 1945 (amandeimein) pasal 31, ayat 1 dan 2 teintang hak 

untuk peindidikan. 

2) UU No. 20 tahu 2003 pasal 5, ayat 1sampai deingan 4 teintang 

systeim peindidikan Nasional. 

3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 teintang peirlindungan 

anak. 

4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, teintang peinyandang anak cacat. 

5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai deingan 142, teintang 

Peingeilolaan dan Pe inyeileinggaraan Peindidikan. 

6) Peirmeindiknas No. 70 tahun 2009, te intang Peindidikan inklusif 

7) Surat EIdaran Dirjein Manajeimein Peindidikan Dasar dan 

Meineingah, Ke imeindiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 

Januari 2003. 

 
24 Zulham Lubis dkk, “Peindidikan Inklusi Anak Usia Dini Dalam Al-Qur’an”, Jurnal 

Peindidikan Tambusai, Vol.7 No.1, (2023), h.195. 
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8) Deiklarasi Bandung: “Indoneisia Meinuju Peindidikan Inklusif” 

tanggal 11-14 Agustus 2004.25 

c. Landasan Peidagogis 

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan 

bahwa tujuan peindidikan nasional adalah untuk meimbangun poteinsi 

peiseirta didik agar me injadi manusia yang be iriman dan beirtaqwa keipada 

Tuhan Yang Maha EIsa, beirakhlak mulia, seihat, beirilmu, cakap, kre iatif, 

mandiri, dan meinjadi warga neigara deimokratis dan beirtanggung 

jawab.Tujuan ini tidak dapat dicapai jika meireika se ijak awal dipisahkan 

dari teiman seibayanya di seikolah khusus. Tidak peiduli seibeirapa muda 

meireika, meire ika harus dibeiri ke iseimpatan untuk beirsosialisasi deingan 

teiman seibayanya.26 

d. Landasan EImpiris 

Adapun landasan eimpiris yang dipakai dalam peilaksanaan 

peindidikan inklusif yaitu: (1) Deiklarasi Hak Asasi  Manusia  1948  

(Deiclaration  of  Human  Rights),  (2)  Konveinsi  Hak  Anak  1989  

(Conveintion  of  Thei Rights  of  Childrein),  Konfeireinsi  Dunia  Teintang  

Peindidikan  untuk  Seimua  1990  (World  Confeireincei  on EIducation  

for  All),  (3)  Reisolusi  PBB  nomor  48/96  Tahun  1993  Teintang  

Peirsamaan  Keise impatan  Bagi Orang Beirkeilainan (thei standard ruleis 

 
25  I Nyoman Teimon Astawa, “Peindidikan Inklusi Dalam Meimajukan Peindidikan 

Nasional”, Jurnal Peindidikan, Vol.8 No.1, (2021), h.69 
26 Irdamurni, Peindidikan Inklusi Solusi Dalam Meindidik Anak Beirkeibutuhan Khusus, 

(Jakarta:Keincana,2020), h.19 
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on thei eiqualization of opportunitite is for peirson with dissabilitieis), (4)   

Peirnyataan   Salamanca   Teintang   Peindidikan   Inklusi   1994   

(Salamanca   State imeint   on   Inclusivei EIducation). (5) Komitmein 

Dakar meingeinai Peindidikan Untuk Seimua 2000 (Thei Dakar 

Commitmeint on EIducation  for  All),  (6)  Deiklarasi  Bandung  2004  

deingan  komitme in  “Indone isia  Meinuju  Pe indidikan Inklusif”.27 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Saya Penelitian 

Terdahulu 

Persamaan Perbedaan 

1. 

Hak Atas 

Pendidikan Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Dumai 

Fatmawati 

dengan Judul 

Penyediaan 

Aksesbilitas 

Fasilitas Umum 

Bagi Penyandang 

Disabilitas Oleh 

Dinas 

Perhubungan 

Kota Dumai 

Pelabuhan Sri 

Junjungan 

Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Kota Dumai 

Nomor 1 Tahun 

2020 Tentang 

Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak, 

penelitian ini 

tahun 2021 

Persamaan dalam 

judul peneliti 

dengan 

Penelitian 

Terdahulu sama-

sama membahas 

anak penyandang 

disabilitas dari 

aspek 

pemenuhan hak 

nya. 

Perbedaan 

peneliti dengan 

peneletian 

terdahulu, yaitu 

peneliti 

membahas 

bagaimana ha 

katas Pendidikan 

bagi penyandang 

disabilitas 

tersebut 

terpenuhi, seperti 

contoh dari segi 

sarana dan 

prasarana nya 

sedangkan dalam 

penelitian 

terdahulu 

membahas aspek 

aksesbilitas 

dalam Pelabuhan 

di kota dumai. 

2. 

Hak Atas 

Pendidikan Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Islamiyah Ilyas 

dengan Judul 

Hak Politik 

Penyandang 

Persamaan dalam 

judul peneliti 

dengan 

Penelitian 

Perbedaan 

peneliti dengan 

peneletian 

terdahulu, yaitu 

 
27 Lias Hasibuan dkk, “Impleime intasi Peindidikan Inklusi Dalam Peindidikan Islam”, 

Jurnal of Dissability Studieis and Reiseiarch, Vol.1 No.2, (2022), h.79 
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Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Dumai 

Disabilitas 

Mental Dalam 

Pemilihan Umum 

Prespektif 

Hukum 

Ketatanegaraan 

Islam (Studi 

Kasus Di Kpu 

Gowa), 

penelitian ini 

Tahun 2019 

Terdahulu sama-

sama membahas 

anak penyandang 

disabilitas dari 

aspek 

pemenuhan hak 

nya. 

peneliti 

membahas 

bagaimana ha 

katas Pendidikan 

bagi penyandang 

disabilitas 

tersebut 

terpenuhi, seperti 

contoh dari segi 

sarana dan 

prasarana nya 

sedangkan dalam 

penelitian 

terdahulu 

membahas aspek 

dari segi Hak 

Politik dalam 

pemilu. 

3. 

Hak Atas 

Pendidikan Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Dumai 

Denny 

Amansyah 

dengan Judul 

Persamaan dalam 

judul peneliti 

dengan 

Penelitian 

Terdahulu sama-

sama membahas 

anak penyandang 

disabilitas dari 

aspek 

pemenuhan hak 

nya.penelitian ini 

tahun 2021 

Persamaan dalam 

judul peneliti 

dengan 

Penelitian 

Terdahulu sama-

sama membahas 

anak penyandang 

disabilitas dari 

aspek 

pemenuhan hak 

nya. 

Perbedaan 

peneliti dengan 

peneletian 

terdahulu, yaitu 

peneliti 

membahas 

bagaimana ha 

katas Pendidikan 

bagi penyandang 

disabilitas 

tersebut 

terpenuhi, seperti 

contoh dari segi 

sarana dan 

prasarana nya 

sedangkan dalam 

penelitian 

terdahulu 

membahas aspek 

social dalam 

bantuan terhadap 

penyandang 

disabilitas. 

4. 

Hak Atas 

Pendidikan Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Berdasarkan 

Raras Regina 

Balqis 

BS.Pasaribu 

dengan judul 

penelitian 

Persamaan dalam 

judul peneliti 

dengan 

Penelitian 

Terdahulu sama-

Perbedaan 

peneliti dengan 

peneletian 

terdahulu, yaitu 

peneliti 
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Peraturan Daerah 

Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Dumai 

Tinjauan 

terhadap hak 

memperoleh 

pekerjaan yang 

layak bagi 

penyandang 

disabilitas di kota 

Pekanbaru, 

penelitian ini 

tahun 2020 

sama membahas 

anak penyandang 

disabilitas dari 

aspek 

pemenuhan hak 

nya. 

membahas 

bagaimana ha 

katas Pendidikan 

bagi penyandang 

disabilitas 

tersebut 

terpenuhi, seperti 

contoh dari segi 

sarana dan 

prasarana nya 

sedangkan dalam 

penelitian 

terdahulu 

membahas aspek 

pekerjaan yang 

layak bagi anak 

penyandang 

disabilitas 

5. 

Hak Atas 

Pendidikan Bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Dumai 

Sri Anggun 

Mutia Hunowu 

dengan judul 

penelitiannya 

yaitu Pemenuhan 

Hak-Hak 

Penyandang 

Disabilitas 

Dalam Pelayanan 

Publik Di Bidang 

Fasilitas Umum 

Di Kota 

Yogyakarta, 

penelitian ini 

tahun 2017 

Persamaan dalam 

judul peneliti 

dengan 

Penelitian 

Terdahulu sama-

sama membahas 

anak penyandang 

disabilitas dari 

aspek 

pemenuhan hak 

nya. 

Perbedaan 

peneliti dengan 

peneletian 

terdahulu, yaitu 

peneliti 

membahas 

bagaimana ha 

katas Pendidikan 

bagi penyandang 

disabilitas 

tersebut 

terpenuhi, seperti 

contoh dari segi 

sarana dan 

prasarana nya 

sedangkan dalam 

penelitian 

terdahulu 

membahas aspek 

pelayanan public 

bagi penyandang 

disabilitas 

dibidangh 

fasilitas umum 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Meitodei pe ineilitian adalah cara keirja ilmiah untuk meilakukan peineilitian, 

meingikuti sifat dan karakteir objeik keiilmuan.28 Kata peineilitian beirasal dari kata 

bahasa Inggris “rei”, yang beirarti (keimbali), dan “to seiarch” (meincari), yang beirarti 

“meincari keimbali”. Akibatnya, pe ineilitian pada dasarnya adalah “suatu upaya 

peincarian”.29 

A. Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan dalam peineilitian ini adalah pe ineilitian 

hukum Sosiologis, hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian 

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas 

hukum dan tujuan peineilitian ini adalah untuk meilihat bagaimana hukum beirfungsi 

di masyarakat berdasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun 

penyebaran kuesioner.30 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berarti focus pada gambaran dan 

penjelasan tentang objek yang diteliti serta aspek-aspek yang terkait secara 

sistematis. Penelitian ini menguraikan fakta-fakta atau karakteristik dari populasi 

tertentu dalam bidang yang relevan dengan cara yang factual dan cermat.31 

 
28  Nurul Qamar dkk, Meitode i Peineilitian Hukum, (Makasar: Social Politic Geinius,2017), 

h.2. 
29   Zainuddiin Ali, Meitodei Peine ilitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1 
30 Sigit Septo Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: 

Oase Pustaka,2020), h.63. 
31 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektifitas 

hukum, yaitu segala bentuk upaya dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada 

dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut 

benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis / efektifitas hukum 

yaitu suatu perundang-undangan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan 

pendekatan perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.32 

C. Lokasi Penelitian 

Seisuai pe irmasalahan yang diteimukan, peine ilitian ini dilakukan di Dinas 

Peindidikan Kota Dumai, Peinulis teilah me imilih untuk meilakukan peineilitian ini di 

Dinas Peindidikan Kota Dumai kareina Peiraturan Dareiah Kota Dumai Nomor 1 

Tahun 2020 Teintang Peirlindungan dan Peimenuhan Hak Peinyandang Disabilitas 

meineitapkan bahwa institusi pe indidikan harus meimeinuhi hak-hak peinyandang 

disabilitas, te irutama di SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada di kota Dumai. 

Seilain itu, beirdasarkan Peiraturan Daeirah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 

Teintang Pe irlindugan dan Peimenuhan Hak Peinyandang Disabilitas, peinulis dapat 

deingan mudah meincapai lokasi te irseibut untuk meilakukan obseirvasi dan 

wawancara te intang Peimeinuhan Hak Peindidikan bagi anak peinyandang disabilitas. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Peingeirtian Populasi 

Populasi adalah keiseiluruhan objeik yang akan diteiliti; itu adalah sumbe ir 

informasi peineilitian. Populasi dapat beirupa ke ilompok orang, be inda (hidup atau 

 
32 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h.63 
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mati), keijadian, kasus, waktu atau teimpat yang meimiliki karakte iristik yang 

sama.33  

b. Peingeirtian Sampe il 

Bagian dari pupulasi adalah sampe il. Kalimat ini me imiliki dua makna: 

peirtama, seitiap unit populasi harus meimiliki peiluang untuk dianggap seibagai 

unit sampeil; keidua, sampeil dianggap seibagai populasi dalam be intuk miniatur, 

yang beirarti ukuran sampeil harus cukup untuk me inggambarkan 

populasinya.34 

Populasi dalam Peine ilitian ini adalah Kasi Peindidikan Nonformal & 

Informal Kota Dumai, Keipala SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Kota Dumai, 

Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Assyfa Umaimah, Kepala SLB (Sekolah 

Luar Biasa) Harapan Bunda Dumai, dan Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) 

Dumai Care Education Centre.Yang mana paling utama ialah Kasi Peindidikan 

Nonformal & Informal dan Keipala SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada dikota 

Dumai 4 orang. Teiknik pe inarikan sampeil dalam peineilitian ini adalah teiknik 

Total Sampling. Meitodei pe ingambilan sampeil total digunakan keitika jumlah 

sampeil sama deingan populasi. Dalam pe ineilitian ini, sampeil ini sama deingan 

populasi yang akan diteiliti, yang teirdiri dari 5 orang. 

 

 

 
33 Bambang Sunggono, Me itodologi Peineilitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Peirs,2011), 

h.118. 
34 EIddy Roflin dkk, Populasi, Sampeil, Variabeil Dalam Peineilitian Keidokteiran, (Jawa 

Teingah:PT.Nasya EIxpanding Meinageimeint, 2021), h.11. 
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Tabel 1.1 

  Populasi Dan Sampel 

NO 
Jeinis Reispondeid 

Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Seimpeil 

Preiseintasei 

% 

1 Kasi Peindidikan Non 

formal & Informal 

1 orang 1 orang 100% 

2 Keipala SLB Negeri 

Kota Dumai 

1 orang 1 orang 100% 

3 Kepala SLB Assyfa 

Umaimah 

1 orang 1 orang 100% 

4.  Kepala SLB Harapan 

Bunda Dumai 

1 orang 1 orang 100% 

5. Kepala SLB Dumai 

Care Education Centre 

1 orang 1 orang 100% 

 
Total 

5 orang 5 orang 100% 

 

Sumbeir: Data Lapangan, 2023/2024 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data prime ir, yang dapat beirasal dari 

keiteirangan informen di lapangan atau data yang dikumpulkan seicara langsung dari 

informen meilalui wawancara. Pe inulis juga meinggunakan bahan hukum primeir dan 

seikundeir beirikut: 

1) Data Primeir  

Peineilitian ini dilakukan meilalui wawancara deingan informen; 

meiskipun peirtanyaan-peirtanyaan teilah disiapkan seibeilumnya, masih 

mungkin untuk meingubah peirtanyaan saat wawancara. Dengan kata lain Data 

Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil 

wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan 

dengan judul dan rumusan masalah penelitian. 
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2) Data Seikundeir  

Beirdasarkan Peiraturan Daeirah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 

Teintang Peirlindungan dan Peimenuhan Hak Peinyandang Disabilitas, data 

seikundeir dalam peineilitian ini be irasal dari hasil peineilitian keipustakaan atau 

peineilitian te irhadap beirbagai liteiratur atau bahan pustaka yang be irkaitan 

deingan hak atas peindidikan bagi peinyandang disabilitas. Bahan hukum 

primeir dan seikundeir dari keipustakaan digunakan untuk meinjawab masalah 

utama peineilitian ini. 

a. Bahan Hukum Prime ir 

Bahan hukum primeir yang digunakan dalam peineilitian ini 

teirdiri dari: Bahan hukum primeir adalah bahan hukum yang sudah 

meimiliki keikuatan hukum yang te itap dan meingikat bagi masyarakat. 

1) Butir-butir Pancasila Sila kei-5 

2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) 

3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) 

4) Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 Te intang Sisteim 

Peindidikan Nasional 

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Teintang Peinyandang 

Disabilitas 

6) Peiraturan Daeirah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Teintang 

Peirlindungan dan Pe imenuhan Hak Peinyandang Disabilitas 
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b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikudeir yang digunakan dalam peineilitian ini 

teirdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikeil, laporan peine ilitian, rancangan 

undang-undang, dan peindapat pakar hukum adalah bahan hukum 

primeir. 

1) Buku-buku teintang peimbe intukan peiraturan peirundang 

undangan dan peinyandang disabilitas diantaranya buku 

Nurhastuti dengan judul buku PPKN Pendidikan Pancasila 

dan kewarganegaraan, Siti Zikrina Farahdiba dengan judul 

Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 

Negara Berdasarkan UUD 1945, Buku Rhona K.M Smith 

dengan judul Hak Asasi Manusia, Buku Jimly Asshidiqie 

dengan judul Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia, 

Buku Pranoto Iskandar dengan judul buku Hukum Ham 

Internasional : Sebuah pengantar kontekstual, Buku Lysa 

Anggraini dengan judul buku Hukum Hak Asasi Manusia, 

Buku Eko Setiawan dengan judul buku Pendidikan Inklusi : 

Upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di 

bidang Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, dan 

Buku David Wijaya dengan judul buku Menajemen 

Pendidikan inklusi sekolah dasar. 
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2) Beirbagai jurnal, artikeil seirta beirita e ile iktronik yang 

meimbahas te intang hak peindidikan bagi peinyandang 

disabilitas te irhadap pe imbeintukan pe iraturan daeirah 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Obseirvasi: Peineiliti meilihat peinyeidiaan sarana dan prasarana bagi anak 

peinyandang disabilitas seisuai deingan keite irbatasannya. Meireika 

meilakukan obseirvasi seicara langsung kei lapangan untuk meingumpulkan 

bukti teintang apa yang seibeinarnya teirjadi di lapangan. Beirdasarkan 

Peiraturan Daeirah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Teintang 

Peirlindungan dan Pe imenuhan Hak Peinyandang Disabilitas. 

b. Wawancara, yaitu deingan meilakukan tanya jawab langsung de ingan 

Informen, dilakukan teirhadap komponein yaitu Kasi Peindidikan 

Nonformal & Informal Kota Dumai dan Keipala Sekolah Luar Biasa (SLB) 

yang ada dikota Dumai untuk me imbeirikan informasi yang dipeirlukan 

peinulis dalam pe inulisan Skripsi ini. 

c. Studi keipustakaan beirarti peinulis meingumpulkan informasi dari buku-

buku reifeireinsi yang reile ivan deingan topik yang akan diteiliti. Sumbeir-

sumbeir ini teirmasuk buku, jurnal, dan lain-lain. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proseis meingorganisasikan data dari peineilitian 

keipustakaan dan lapangan, keimudian diklasifikasikan dalam susunan yang se isuai, 

untuk meineimukan informasi teintang peinyeidiaan sarana dan prasarana bagi 

peinyandang disabilitas beirdasarkan Peiraturan Dae irah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 
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2020 Teintang Peirlindungan dan Peimenuhan Hak Peinyandang Disabilitas dan data 

yang teirkumpul dalam peine ilitian, baik itu data primeir maupun se ikundeir. Setelah 

didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara 

kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan 

berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua 

data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi kepustakaan dan studi 

lapangan kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada 

penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisi.35 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam peinulisan pe ineilitian ini, peinulis meimbagi peinulis seicara sisteimatis 

dalam Lima (5) bab, de ingan masing-masing bab meimiliki subbab yang 

meinghubungkan satu sama lain. Ini meimbuat bab satu deingan bab lain meinjadi 

satu sisteim dan saling meinarik. Peinulis meimbahas bab seicara rinci. 

BAB I:   PEINDAHULUAN 

Bab ini meimbahas latar beilakang masalah, batasan, rumusan, 

tujuan, dan keiuntungan peine ilitian. 

 

 

 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2006), h.147. 
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BAB II:  KEIRANGKA TEIORITIS 

Bab ini akan meimbahas teiori-teiori beirikut: teiori asas hukum, teiori 

hak asasi manusia, teiori hak asasi peinyandang disabilitas, dan teiori 

inklusif peindidikan. 

BAB III: MEITODEI PEINEILITIAN 

Dalam bab ini Peinulis me imbeirikan peinjeilasan teintang jeinis 

peineilitian, meitodologi, dan lokasi peine ilitian, seirta populasi dan 

sampeil, se irta sumbeir dan teiknik peingumpulan data, analisis data, 

dan proseidur peinulisan sisteimatis dalam bab ini. 

BAB IV: PEIMBAHASAN 

Pada bab ini meimbahas teintang hasil pe ineilitian yaitu peineirapan hak 

atas peindidikan bagi pe inyandang disabilitas dan akibat hukum apa 

jika hak teirseibut tidak te irpeinuhi dari pe iraturan daeirah ini. 

BAB V:  PEINUTUP 

Bab ini meimbahas hasil dan reikomeindasi pe ineilitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Dumai 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka 

disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang 

disabilitas di sekolah luar biasa (SLB) di kota Dumai sepenuhnya tidak 

berjalan dengan maksimal. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

oleh anak-anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah SLB (sekolah luar 

biasa) di kota Dumai belum terpenuhi semuanya, masih ada kebutuhan yang 

belum tersedia serta fasilitas-fasilitas yang belum memadai di Sekolah Luar 

Biasa di Kota Dumai seperti Jalur pedestrian untuk anak tunadaksa, Alat 

Peraga/Alat bantu belajar untuk anak-anak penyandang disabilitas, ruangan 

kelas yang belum mencukupi, serta tenaga pendidik yang masih sangat minim. 

2. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas 

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Dumai masih belum 

terjalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari layanan Pendidikan bagi 

anak penyandang disabilitas yang terkendala dari anggaran untuk sekolah luar 

biasa yang terbatas serta tenaga pendidik di sekolah luar biasa yang masih 

minim, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga banyak jurusan dari 

guru yang tidak linier, yang menyebabkan pembelajaran kurang maksimal. 
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B. Saran 

Agar pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang 

disabilitas oleh dinas pendidikan kota Dumai di sekolah luar biasa (SLB)berjalan 

lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran: 

1. Pemerintah wajib menyiapkan anggaran untuk pemenuhan hak pendidikan 

bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anggaran tersebut harus 

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap anak-anak penyandang 

disabilitas baik menyangkut kualitas maupun kuantitas dari sarana dan 

prasarana yang akan disediakan untuk anak-anak penyandang disabilitas, 

selain itu perlu adanya evaluasi terhadap pengupayaan yang telah 

dilakukan guna untuk memastikan bahwasannya upaya yang dilakukan 

berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bagi anak-anak penyandang 

disabilitas. 

2. Sekolah juga berperan untuk mendukung dan mempercepat pemenuhan 

hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya menjaga, 

merawat serta memperbaiki sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh 

pemerintah, Artinya, setiap fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah 

sekolah mempunyai tanggungjawab untuk menjaganya. 
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Gambar : Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa) Harapan Bunda 
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Gambar: Kepala Sekolah SLBN Dumai  Gambar: Kepala Sekolah SLB Assyfa 

Umaimah 

Gambar : Kepala Sekolah Dumai Care 

Education Centre 
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